PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN-2013
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang : a

Mengingat :

=

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,
bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2012,
perlu dilakukan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Be]anja Daerah Kabupaten ‘Gorontalo Utara
Tahun Anggaran 2012; :
bahwa berdasarkan perﬂmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah- Kabupaten
Goronta[o Utara Tahun Anggaran 2012;
Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia - Nomor 4060);

b _Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Unclang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indone5|a Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republ_hk- Indonesia
Nomor 4250); » .
Undang-Undang Nomor 17 Taﬁun 2003 tentang Keuahéan Negara5
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor _5,;. Tambahan

i

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.
- Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

11.

12.

13.

14.

Undang-Und_ang Nomor 10 T ahun 20(I)4 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangél;hdangan (Lemijaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun
2004 Nomc;rf 53, Tambaha;n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389); ° |

Undang-Unfd%hg Nomor ' 1_5 “Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Péngelolaah dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesna Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indbne5|a Nomor 4400),

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk IndoneSla Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua ata}s Undang -
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI No.
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat  dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);;‘

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4687) ; ; ‘
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor
5049); '

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027); : | :
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia TaRun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

. Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan’ Perwakilan

Rakyat Daerah sebagatmana telah beberapa kali diubah dan terakhir
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004



15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik‘ Indonesia
Tahun- 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PmJaman Daerah
(Lembaran’ Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 -tentang  Dana
Perimbangan- (Lembaran Negalfa Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); :

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang‘E Szistem' Informasi
Keuangan Daerah (Len:'nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomo'r 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone_sia'Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesié Nomor
4578); '

Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mlnlmal (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan : dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesna Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

‘ A.
v



L—

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 'i'ahun 2007 tentang i’engélolaain Uang -
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20074
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna nomor -
4738); ' 2 |
Peraturan Pemerintah Romor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik .Indone5|a Tahun 2010 -
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo_nesia nomor |
5165); |

Peraturan Menteri Da]%m' Negeri Nomor 13 Tahun 2006 'tentang
Pedoman Pengelolaan‘ Keuangan Daerah sebagaimané telah diubah
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahuén 2010 téntang
Perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 T_ahuﬁ 2006

. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

27,

28.

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84) ; ,
Peraturan . Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2011
tentang An'ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012; f" | | |

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
(Lembaran Qaerah Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah

*. Nomor 172);

30.

Anggaran 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontaio Utara Nomor 10 Tahun 2012'

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menetapkan :

. dan
’,BUPATI GORONTALO UTARA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN
2012 i ;t |
Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaia,n APBD berupa laporan keuangan
- mernuat ; o 1 '
-a. Laporan reallsas1 anggaran
b. Neraca;
¢. Laporan Arus Kas;
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllampm
dengan laporan kmerja pemerintah daerah.

-Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 340.309.044.316,76
b. Belanja Rp. 362.524.704.507,00

Surplus/(defisity  (Rp 22.215.660.190.24)
C. Pembiayaén: ’ |
1. Penerimaan Rp. 29.935.951.089,20

2. Pengeluaran Rp. 0,00

Surplus/defisit Rp 29.935.951.089,20



: Pasalf3 .
" Uraian laporan reahsasn anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berlkut '
(1) Selisih anggaran dengan : - realisasi pendapatan sejumlah
' Rp8.776.094.800,24 dengan rmcnan sebagai berikut : i '
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 349,085, 139 117,00
b. Realisasi - : Rg 340.309. 044 316,76
Selisih Iebih/(ku:rang) Rp 8.776. 094 800,24
(2) Sélisih anggaran dengan  realisasi belanja sejumlah
Rp.16.496.385.699, 00 dengan r|nC|an sebagai berikut : .
a. Anggaran belanja setelah peru{bahan Rp 379.021. 090 206,00
b. Realisasi Rp 362.524.704.507.,00
Selisih lebin/(kurang) ~ Rp 16.496.385.699,00

(3) Selisih anggaran dengan reailisasi surplus/(deféit) sejtjmlah.
Rp. (7.720.290.898,76) dengan nnuan sebagai berlkut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(29. 935 951 089 00)
b. Realisasi Rp.(22.215.660.190,24)

Selisih lebih/(kurang) ~ Rp.( 7.720.290.898,76)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiéyaan sejumiah
Rp.(0;20) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan ,
. setelah perubahan Rp 29.935.951.089,00

b. Realisasi o Rp 29.935.951.089.20
Selisth lebih/(kurang) Rp.( ' 0,20)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemb|ayaan seJumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp 0,00
b. Realiasai . | Ro 0,00
i+ selishlebh/(kurang)  Rp - . 0,00




(6) Selisih anggaran dengan realisaéi pembiayaan neto sejumlah
Rp (0,20) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto |

setelah perubahan Rp 29.935.951.089,00
b. Realisasi ; Rp 29.935.951.089,20
Selisih lebih/(kurang) . Rp.( 0,20)

~ Pasal 4

. Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b pér 31 Desember
Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah aset oo Rp. 762.402.876.232,99

b. Jumiah kewajiban Rp. 2.174.008.766,00

Jumlah ekuitas dana © Rp. 760.228.867.466,99
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagau benkut
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun.2012  Rp. 30 802 723. 683 20

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 92.258.923.355,76
c. Arus kas dat} aktivitas mvesta5| aset -

Non keuangan Rp.(114.474.583.546,00)
d. Arus kas dar| aktivitas pemblayaan Rp. 0,00
e. Arus kas dan aktlwtas non anggaran Rp. 842.595.860,00
f, Saldo kas akhlr per 31 Desember |

Tahun 2011‘ — Rp.  7.744.467.632,96

Pasal 6

Catatan, atas laporan keuangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7
Pertangguhgjawéban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksijd dalam Pasal
1 tercantum pada lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari : |
a. Lampiran [ : Laporan realisasi.anggaran konsolidaSi;
Lampiran 1.1 : Ririg.kasan Iapoi'an realisasi anggarén menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;



Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
|
- urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan

' kegiatan;

Lampiran 1.4

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

jz: keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan 'ﬂjngsi dalam kerangka pengelolaan

':. - keuangan negara;

Lampiran L5

Lampiran 1:6'
Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

| ‘Lampiran 1.9

Lampiran 110 :

Lampiran .11 :
'b. Lampiran I1
¢. Lampiran III
d. Lampiran IV

: Neraca Konsolidasi;

Daftar piutang daerah;

.Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

3 Dafgar “realisasi penambahan dan pengurangan aset
;:-Z"te_'tap daerah ;

: Daftar realisasi'penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan “dianggarkan kémbali dalam
tahun anggaran berikutnya; :

Daftar dana cadangan daerah

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

: Laporan arus kas
: Catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

Pasal 8

Lampiran laporan sebagiaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daeiah ini;
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan‘daerah

tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hal-hal sepanjang yang berkaitan dengan Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini akan diatur lebih.

lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 10

Peraturan Daerah ini rhulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

mefmerintahkan p_ieh:gundangan;

Peraturan Daerah ini dengan penempatanriya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara.

D‘itetapkan di Kwandang o

ada tanggal 22 Juli 2013 -
g PATI GORONTALO UTARA,f'

INDRA YASIN

4
Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 22 Juli 2013 ,
SEKRETARIS DAERA ATEN GORONTALO UTARA,

—1ISMAIL PATAMANI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580714 198602 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 3



